TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK PADA KANTOR





Pemeriksaan menurut UU KUP Pasal 1 angka 24 adalah serangkaian
kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan
lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
Karena system perpajakan adalah self assessment, maka penting untuk
menguji kepatuhan WP apakah dia sudah mengikuti batas-batas yang ditentukan
oleh UU atau tidak. Menurut Kepmen No. 544/KMK.04/2000 tanggal 22
Desember 2000 disebutkan bahwa kriteria wajib pajak patuh adalah:
1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis
pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda membayar pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
4. Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir :
a) Menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
UU KUP
b) Dalam hal terhadap WP pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada
pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang
terhutang paling banyak 5%
25. WP yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan
publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan
pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba-rugi fiskal.
Oleh karena tidak semua wajib pajak itu patuh, maka dilakukanlah
pemeriksaan pajak. Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak ada pada
Direktur Jenderal Pajak yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang KUP.
Dengan demikian, Pemeriksa Pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal
Pajak yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan
pemeriksaan pajak. Ada 3 dasar hukum mengenai pemeriksaan pajak, yaitu:
1. UU No. 6 Th, 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Th
2009.
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara
Pemeriksaan.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-28/PJ/2013 Tentang
Kebijakan Pemeriksaan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 Tujuan
Pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
Undang-undang pajak di Indonesia saat ini dalam melaksanakan
pemungutan pajak menganut sistem self assesment. Sistem pemungutan in
3mempunyai arti bahwa besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib
Pajak (WP) itu sendiri, dimana WP harus melaporkan secara teratur seluruh
jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang telah ditentukan dalam
peraturan perUndang-undangan perpajakan.
Self Assessment System yang diterapkan di Indonesia masih
memungkinkan timbulnya banyak kecurangan dalam kaitan pemenuhan
kewajiban perpajakan bagi semua wajib pajak, dimana memberikan kepercayaan
penuh kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan,
menyetor dan melaporkan sendiri atas kewajiban pajaknya. Sistem
perpajakan ini sangat memerlukan kejujuran dari WP dalam menghitung pajak
terhutang dan harus dibayar melalui pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT). Dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan
sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan
kepada wajib pajak tersebut. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak juga
melakukan upaya penegakan hukum, yang salah satunya diwujudkan dengan
pengenaan sanksi di bidang perpajakan yang di cantumkan dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang tata cara pemeriksaan.
Selanjutnya menyusul pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak
tertentu dan wajib pajak yang tingkat kepatuhannya masih rendah atau terhadap
wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Apabila dikelompokkan sesuai
jenisnya maka pemeriksaan pajak dapat di laksanakan berdasarkan jenis
pemeriksaan seperti berikut ini
1. Pemeriksaan Rutin
Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan
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perpajakan contohnya SPT tahunan wajib pajak badan atau orang pribadiyang
menyatakan lebih bayar dan SPT PPh wajib pajak badan yang menyatakan rugi
tetapi tidaklebih bayar.
2. Pemeriksaan Khusus
Pemeriksaan secara khusus dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan
adanya data, informasi, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan wajib
pajak tersebut,atau untuk memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu
lainnya. Pemeriksaan ini sifatnya sangat selektif , yaitu antara lain dilakukan
terhadap Wajib Pajak yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan dan Wajib Pajak tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat.
Pemeriksaan yang diharapkan dapat membuat wajib pajak menjadi sadar
dan patuh atas kewajiban perpajakannya tanpa menilai bahwa pemeriksaan yang
dilakukan tidak pada aturannya karena telah dijelaskan bahwa wajib pajak
memiliki hak atas pemeriksaan yang dilakukan. Berdasarkan dari tahun 2009-
2013 terdapat 1.083 wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan di KPP Pratama
Pekanbaru Tampan.
Tabel 1.1.
Data wajib pajak yang di periksa di KPP Pratama Pekanbaru Tampan
Dari tahun 2009-2013
Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan 2014






5Dari tabel diatas dapat dilihat ditahun 2013 terdapat banyak dilakukan
pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pemeriksaan yang diharapkan dapat membuat
wajib pajak menjadi sadar dan patuh atas kewajiban perpajakannya tanpa menilai
bahwa pemeriksaan yang dilakukan tidak pada aturannya karena telah dijelaskan
bahwa wajib pajak memiliki hak atas pemeriksaan yang dilakukan. Serta dalam
pelaksanaannya telah diatur jelas dengan berbagai tahap-tahap sebagai langkah
nyata dalam melakukan pemeriksaan pajak. Tanpa lupa memperhatikan kriteria-
kriteria dalam pemeriksaan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak yang menjadi
dasar dalam menilai kepatuhan itu, dan juga jenis pemeriksaan yang dilakukan
agar sesuai dengan kondisi dan prosedur yang ada. Kesemua hal diatas dilakukan
semata-mata hanya untuk mentertibkan kewajiban perpajakan yang selama ini
masih diabaikan oleh sebagian pihak, memberikan edukasi kepada wajib pajak
yang mana masih dibingungkan dengan banyak peraturan yang tidak mereka
mengerti.
Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana
“TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN”
1.2. Perumusan Masalah
“ Bagaimana Tata Cara Pemeriksaan Pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Pekanbaru Tampan ? “
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1.Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui  tata cara pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Pekanbaru Tampan.
61.3.2. Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan yang bisa diambil dari penulisan ini, antara lain adalah :
Bisa memberikan informasi tentang tata cara pemeriksaan pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.
1. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan
mengenai tata cara pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Pekanbaru Tampan.




Lokasi ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru
Tampan.
1.4.2. Waktu Penelitian
Penulisan direncanakan akan selesai 15 April 2014.
1.4.3. Jenis Data
1.4.3.1. Data Primer
Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung oleh penulis
kepada Kepala Seksi Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru
Tampan.
1.4.3.2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk laporan,
catatan dan dokumen melalui kantor tempat penulisan.
71.4.4. Metode Pengumpulan Data
a. Observasi
Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara
mengamati langsung objek yang menjadi tujuan penulisan penulis
yaitu tata cara pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Pekanbaru Tampan.
b. Interview
Untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara kepada
Kepala Seksi Pemeriksaan dan berbagai narasumber yang bisa
memberikan informasi tentang penulisan ini.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil
data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan
masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui
dokumen-dokumen atau arsip-arsip.
1.4.5. Analisa Data
Yaitu penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan
penjelasan yang bersifatkualitatif, yaitu penjelasan dengan menggunakan
kata-kata tanpa menggunakan statistik.
1.5. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan proposal ini, terdapat beberapa bab dengan uraian
sebagai berikut
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini berisikan latar belakang masalah,perumusan
8masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan,
motode penulisan, teknik pengumpulan data dan
sistematika penulisan proposal
BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN.
Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru
Tampan, visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Pekanbaru Tampan dan struktur organisasi
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru
Tampan.
BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK
Bab ini berisikan pengertian pemeriksaan pajak,
kriteria wajib pajak yang diperiksa, Tujuan
pemeriksaan pajak, kebijaksanaan pemeriksaan, hak
dan kewajiban wajib pajak yang diperiksa,
wewenang dan kewajiban pemeriksa pajak,Jumlah
Wajib Pajak yang di Periksa, Tata Cara Pemeriksaan
Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Pekanbaru Tampan, Standard Operating Procedures
dan Hambatan- Hambatan Pemeriksaan Pajak
BAB IV : PENUTUP
Kesimpulan dan Saran
DAFTAR PUSTAKA
